KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 80 TAHUN 2025
TENTANG

STANDAR PELAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang

Mengingat

. bahwa untuk mewujudkan data pelayanan kepada publik

terhadap jaringan dokumentasi dan informasi hukum, perlu
dilakukan standarisasi pelayanan jaringan dokumentasi dan
informasi hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pemalang ;

. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik yang

transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, diperlukan standar
pelayanan yang menjadi pedoman;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Pelayanan
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang dengan Keputusan Ketua

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang.

. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4846)

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)




Menetapkan

KESATU

KEDUA

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6863);

. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Dokumentasi dan Informasi Hukum dilinglungan Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
799);

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PEMALANG TENTANG STANDAR PELAYANAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEMALANG.

: Menetapkan Standar Pelayanan Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pemalang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

: Standar Pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ini

menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat.




KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 9 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

AGUS SETIYANTO




STANDAR PELAYANAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

NO

KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN

Pemohon mengisi formulir terkait pelayanan jaringan ‘dokumentasi dan informasi hukum

1. | Persyaratan
dan Menunjukkan Kartu Identitas (perseorangan: KTP/SIM /Passport)
Jam pelayanan adalah
- Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 - 15.30
1) Jumat pukul 08.00 - 16.00
2. | Sistem Mekanisme dan

Prosedur

Pemohon datang ke KPU Kabupaten Pemalang dan mengisi formulir
terkait pelayanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang
diinginkan

Petugas pelayanan berkoordinasi dengan personil bagian yang
menangani

Personil bidang yang menangani memproses sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

Setelah pelayanan selesai, pemohon diberi bukti tanda terima




NO

KOMPONEN

URAIAN

Jangka Waktu Pelayanan

S (lima) hari kerja

Biaya /Tarif

Tanpa Dipungut Biaya/Gratis

Produk Pelayanan

Dokumentasi dan informasi hukum

Penanganan Pengaduan,

Saran

Masukan /Apresiasi

dan

a.

Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui sur:
yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang dengan alam:
Jl. Jend. A. Yani No.59, Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengd
52312 dan dapat melalui email ] atau melalui websitq

serta menyampaik

kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakatx

PENGELOLAAN PELAYANAN

1

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomo
4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negar
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republi
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negar
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republi
Indonesia Nomor 6109);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administras
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undan




NO

KOMPONEN

URAIAN

. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informag

. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentar;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komis

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republi]
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undan
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesi;
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Hukum Nasional

Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1!

Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publil
Nasional
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9¢
Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Beba
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publi]
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dai
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umurj
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaiman
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umurn
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesi
Tahun 2021 Nomor 786); dan




WO

"~ KOMPONEN

Pefaturén Kon‘ii.si Pemilihan Umurn Republikklndohesia Nomor 14 Tahi.in 2026 fentan;

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemiliha:
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,dan Sekretariat Komisi Pemiliha

Umum Kabupaten/Kota.

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentan

Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 201!
Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihas

Kabupaten/ Kota

. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/ KPU/ Tahui

2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum

. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentan

Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/202.
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umun

Kabupaten /Kota

Sarana dan

dan/atau Fasilitas

Prasarana

Monitor touchscreen;

Laptop/ Komputer;

Handphone;

Printer; -

Mesin Fotocopy;

Scanner;

Wi-fi/ Jaringan Internet;

Meja dan Kursi;

Air minum,;

Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.

T p@E e po oo




NO

KOMPONEN

URAIAN

Kompetensi Pelaksana

a. Pegawai yang memiliki pengetahuan di Bidang Pelayanan Kepemiluan;
b. Pegawai yang memiliki pengetahuan dibidang kepemiluan dan peraturan perundang-undangan;
Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi;

Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi excellent service.

Pengawas Internal

Satuan Tugas Pengendalian Sistem Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang

Jumlah Pelaksana

¢
d
a. Inspektorat Utama KPU RI melalui Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah
b
1

- 3 orang

Jaminan Pelayanan

a. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui sur:
yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang dengan alam:
Jl. Jend. A. Yani No.59, Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tenga
52312 dan dapat melalui email atau melalui  website

serta menyampaika

kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat




NO

KOMPONEN

Keamanan dan Keselamatan

Pelayanan

op

Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;
Dalam hal masyarakat selain dapat mengakses pelayanan secara online juga dap

dilayani secara offline tersedia ruang pelayanan Helpdesk
Dalam hal terjadi kondisi darurat tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Al
Pemadam Api Ringan (APAR)

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan. Selanjutnya
dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap 6 bulan

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 9 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENX|{PEMALANG,

AGUS SHTIYANTO




